PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN DASAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR TANAH DI KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf h

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Ketentuan
Penghitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah di Kabupaten Bojonegoro yang dituangkan
melalui Peraturan Bupati ;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada
tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 3851};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5
Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355];
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

8. Undarng-UndmrgNMESTahmmmmngPdﬂjm:m
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor

S5049);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Daerah Kabupaten/Kota;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang
kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15);

MEMUTUSEAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DASAR
PENGHITUNGAN PAJAK FENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR TANAH DI EKABUPATEN
BOJONEGORO.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan -

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro.

6. Dinas Keschatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

7. Instansi Yang Berwenang adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Kabupaten Bojonegoro, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro
dan Bagian Sumber Daya Alam sekretariat Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro.

9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan daerah.

10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

11.Pajak Air Tanah adalah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

12.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan/atau batuan
di bawah permukaan tanah.

13.Nilai Perolehan Air adalah hasil perkalian dari volume air dengan harga
dasar air.

14.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

15.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
sural untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

16.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan danfatau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumilah
pajak yang masih harus dibayar.

18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak vang telah ditetapkan.

19.5urat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjuinya disebut
SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari
pada pajak yang terutang atau yang seharusnya tdak terutang.
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20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak air tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air

Tanah.

(2] Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan
dasar rumah tangga, kegiatan sosial, pengairan pertanian rakyat,
perikanan rakyat dan peribadatan;

b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

(3) Objek pajak sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a dan huruf b
apabila dialihfungsikan untuk kegiatan niaga, maka dikenakan Pajak

Air Tanah.

Pasal 4

{1} Subjek Pajak Air Tanah waitu orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

{2) Wajib Pajak Air Tanah yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III

Pasal 5

(1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dan/atau Air
Permukaan wajib memperoleh ijin dari Instansi yang berwenang,

{2) Pengalihfungsian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib
memperoleh ijin dari Instansi yang berwenang.

Pasal 6

Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Air Tanah wvaitu :

a. Untuk orang pribadi, ialah orang yang bersangkutan, kuasanya atau
ahli warisnya;

b. Untuk badan, ialah pengurus dan kuasanya.
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BAE IV
METER AIR ATAU ALAT PENGUKURAN DEBIT AIR

Pasal T

Pemegang ijin atau Wajib Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 diwajibkan memasang meter air atau alat pengukur
debit air atau pernyataan Wajib Pajak diatas meterai Rp. 6.000,- (Enam
ribu rupiah) yang isinya tentang pernyataan penggunaan Air Tanah
secara riil setiap 1 (satu) bulan atau 1 {satu) tahun.

Penggunaan meter air atau alat pengukur debit, dianggap sah apabila
alat meter air telah ditera oleh Pejabat Metrologi.

BABV

PENDATAAN, PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH

(1)
(2)
(3)

4

5)

(6)

(8

(1)

Pa=sal B

Pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dilakukan
oleh Dinas Pendapatan.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan
apabila penggunaannya lebih dari 1{satu) m3.

Air tanah yang akan diambil dan/atau dimanfaatkan, terlebih dahulu
diambil sampel/contoh untuk diteliti pada Unit Teknik Penelitian Air
pada Dinas Kesehatan.

Kelayakan air bisa dimanfaatkan oleh pengguna air atau konsumen
perusahaan yang terkait apabila telah memperoleh rekomendasi teknis
dari Dinas Kesechatan.

Hasil rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan pada Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Bojonegoro, Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro, Dinas
Pengairan Kabupaten Bojonegoro serta Bagian Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Hasil Pendataan pemanfaatan air tanah untuk perkebunan, pertanian,
pembangkit tenaga listrik atau turbin dilaporkan kepada Dinas
Pengairan Kabupaten Bojonegoro setiap tahun paling lambat pada
bulan Maret tahun berikutnya.

Dinas Pendapatan dapat menghitung Pajak Air Tanah berdasarkan
hasil pendataan atas penggunaan Air Tanah dari pengguna Air Tanah
yang telah memegang rekomendasi teknis kelayakan air dari Dinas
Kesehatan.

Untuk penghitungan pengenaan Pajak Air Tanah, Dinas Pendapatan
dapat melakukan pendataan tanpa menghadirkan Instansi terkait.

BAB V1
PENETAPAN
Pasal 9

Penetapan yang berhubungan dengan Pajak Air Tanah dilakukan oleh
Dinas Pendapatan.
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(2) Untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah pendataan
dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan instansi yang terkait sesuai
dengan kewenangannya masing-masing namun tidak menutup
kemungkinan bila dari instansi terkait tidak hadir pada saat pendataan
yang berhubungan dengan Pajak Air Tanah, Dinas Pendapatan tetap
bisa melaksanakan.

(3) Dalam hal pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk
kegiatan industri atau niaga, pengeboran sumur paling dangkal 60
{enam puluh) meter;

(4) Pengambilan dan/atau pemanfaatan sumur bor yang kurang dari 60
(enam puluh) meter tetapi dipergunakan untuk kegiatan industri atau
niaga, tetap dikenakan Pajak Air Tanah.

BAB VII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

(1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Wajib Pajak
Air Tanah, wajib mendaftar dan mengisi formulir SPTPD.

(2} SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
oleh Wajib Pajak Air Tanah dan/atau orang yang diberi kuasa olehnya.

(3) Apabila terjadi perubahan data serta volume air yang diambil, Wajib
Pajak Air Tanah wajib melaporkan kepada Dinas Pendapatan dengan
mengisi SPTPD.

Pasal 11

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disampaikan kepada
Dinas Pendapatan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa
pajak.

Pasal 12

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 {satu) bulan takwin.

BAE VIII
KETETAPAN PAJAK

Pasal 13
Berdasarkan SPTPD yang telah diterima, Kepala Dinas menetapkan Pajak
Air Tanah dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 14

(1} Tanf Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari
Nilai Perolehan Air dikalikan pemakaian bulan atau tahun.



(2) Besarnya Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

mengalikan taril sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Nilai
Perplehan Air.
Besmn?nPajakﬁhTmahsebagaimmdhmksuﬂpadamt[il
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

Wajib Pajak Air Tanah harus membayar Pajak Air Tanah sebesar yang
tercanium dalam SKPD.

Pajak Air Tanah harus dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak
diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang
menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.

Pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan pada Dinas Pendapatan.

Pasal 16

Dalam hal Wajib Pajak Air Tanah akan mengangsur atau menunda
pembayaran Pajak Air Tanah, harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Kepala Dinas dengan menyebutkan alasan yang tepat.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling
lambat pada waktu penyampaian SPTPD.

Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
lebih lanjut cleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Kepada Wajib Pajak Air Tanah yang telah membayar lunas pajaknya
diberikan bukti pembayaran pajak.

Pasal 18

Kepala Dinas Pendapatan dapat menerbitkan STPD, apabila :

a.

b.

C.

Pajak Air Tanah yang pada saat jatuh tempo pembayarannya, tidak
dibayar atau kurang dibayar;

Terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, dan/atau
salah hitung;

Wajib Pajak Air Tanah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
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(2)

(3)

4)

m
(2)
3

4)

(1)

(2)
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BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN DAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, Kepala
Dinas dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh
Wajib Pajak Air Tanah kepada Bupati melalui Kepala Dinas, paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanva surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) harus mengeluarkan
Surat Keputusan.

Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati
tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

Wajib Pajak Air Tanah dapat mengajukan permohonan keringanan,
pengurangan dan pembebasan Pajak Air Tanah.

Permohonan dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Bupati
paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD.

Bupati paling lambat 3 (tiga)] bulan sejak diterimanya surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah
mengeluarkan Surat Keputusan.

Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Bupati tidak memberikan jawaban, maka permochonan dianggap
dikabulkan.

BAB X1
KEBERATAN

Pasal 21

Permohonan keberatan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya
SKFPD, SKPDKEB, SKFDEBT, SKPDKLB atau SKPDN dan disampaikan
kepada Bupati secara tertulis dengan disertai alasan yvang jelas.

Paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima, Bupati harus sudah memberi keputusan atas keberatan vang
diajukan.












